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Abstrac t  
RESPONSIBILITIES OF NOTARIES IN PRODUCING DEEDS MADE BASED ON 
FALSE INFORMATION  
 
In  Article  1  paragraph  (1) o f  laws No.2 of  2014 concerning the  amendment to  the 
Laws No.  30 of  2014 concern ing the of f ice of  a  notary sta tes tha t  a  notary i s  a  
Public  Of f ic ial  authorized to  make an Aunthen t ic  deed and has other authorit ies as  
se t  up in  the legis lat ion or under other laws.  Deed made before a  notary can be 
class i f ied in  two (2) kinds of  cert i f ica tes,  namely part i j  deed /deed of  the part ies and 
the deed of  relaas/o ff ic ials.  The problem d iscussed in  th is thes is i s  wha t i s  the legal  
regu lat ion of  the production o f  notaria l  deed in  the leg isla t ion in  Indonesia,  what i s  
the legal  ef fec t  o f  a  deed made based on  fa lse informat ion by the parties involved.  
The type of  research i s  the study of  normat ive  law because there i s  a  conclict  
norm between the two regula tion ,  the sta tute approach,  the analyt ica l  and 
conceptua l  approach  and the coparat ive approach.  Sources o f  primary legal  
mater ials o f  legisla t ion ,  secondary legal  materials used in  the  s tudies  may be  in  the 
form o f  books  and art icles  in  elec tron ic  format.  The data  co llect ion was done 
through  l ibrary  research covering primary legal  materia ls.  Data process ing and 
analysis of  lega l  mater ials were done through  descr ipt ions o f  si tuationsor even ts.  
This technique did  not  search  for or exp lain  re lat ions ,  did  no t  tes t  hypothesesor 
make pred ic t ions.  
The conclus ion of  the study demonstrates that  notaries in  running his or her 
of f ice must  pay a tten tion to  and must  be subjec t  to  the Laws No.  30 of  2004  
concerning  the post  of  a  notary which  has  been amended by  the enactment  of  Laws 
No 2 of  2014 concerning the amendment to  the  Laws No 30 of  2004 concern ing the 
of f ice of  a  notary and  ethica l  codes for a  notary which const i tu tes appl icab le 
regulat ions for mora l  guidance for a  notary profes s ion.  A deed that  contains fa lse 
information  which  i s  provided  by the parties  can be cancelled .  Deed  cancel lat ion can  
be done by a  notary i f  demanded by the part ies who suf fer losses.  
Keywords : responsibility, notaries, deeds, false information. 
 
 
I .  Pendahuluan  
Dalam Pasal 1 ayat (1) UU perubahan atas 
UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah 
Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat 
Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. 
Fungsi dan juga peran dari seorang notaris 
dalam pembangunan nasional di Indonesia yang 
semakin beragam pada saat ini juga semakin 
luas dan juga semakin berkembang sesuai 
dengan perkembangan jaman.  
Ada 2 (dua) jenis akta otentik yang dibuat 
oleh seorang notaris yaitu akta partij/para pihak 
dan akta relaas/akta pejabat. Akta partij atau 
akta para pihak merupakan suatu akta yang 
mana notaris hanya memasukkan keterangan, 
keinginan atau kehendak dari para pengahadap 
di dalam akta yang dibuatnya. Sedangkan untuk 
akta relaas/akta pejabat merupakan suatu akta 
Acta  C omi t a s  (2 0 1 6 )  1  :  1 0 8  –  1 1 8  
IS S N :  2 5 0 2 -8 9 6 0  I e - IS SN :  2 5 0 2 -7 57 3  
Jurnal  I lmiah Prodi  Magister  Kenotar iatan,  2015 -2016 109 
  
yang dibuat oleh seorang notaris yang biasanya 
memuat tentang suatu keadaan atau peristiwa 
yang menyangkut tentang suatu kejadian yang 
dilihat dan didengar oleh seorang notaris 
tersebut. 
Namun dalam prakteknya terkadang para 
pihak yang akan membuat suatu akta 
memberikan keterangan atau data palsu kepada 
notaris tersebut sehingga akta dari notaris 
tersebut terdapat unsur pemalsuan yang akan 
membuat minuta akta notaris tersebut 
bermasalah. Karena di dalam minuta akta 
notaris tersebut terdapat unsur pemalsuan 
sehingga keotentikan akta notaris tersebut 
menjadi suatu masalah dan juga minuta akta 
tersebut dijadikan barang bukti oleh penyidik, 
sehingga penyidik memerlukan minuta akta 
notaris tersebut. Namun untuk dijadikan suatu 
alat bukti dimana fotocopi minuta saja yang 
diperbolehkan keluar dari kantor notaris 
sedangkan minuta aslinya tetap berada di kantor 
notaris sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) huruf a 
UU perubahan atas UUJN sedangkan dalam 
Permenkumham Nomor M.03.HT.03.10 tahun 
2007 tentang Pengambilan Minuta Dan 
Pemanggilan Notaris (selanjutnya disebut 
Permenkumham No. 03 tahun 2007) Pasal 8 
ayat (1) dimana asli minuta boleh keluar dari 
kantor notaris sedangkan ini bertentangan 
dengan dalam UUJN. Dimana seorang notaris 
yang telah membuat sebuah minuta akta yang 
terdapat keterangan palsu tersebut dapat 
diminta pertanggung jawabnya terhadap akta 
yang dibuatnya. Berdasarkan latar belakang 
masalah yang telah diuraikan di atas maka 
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut 
: Bagaimanakah pengaturan hukum tentang 
pembuatan minuta akta notaris dalam 
perundang-undangan di Indonesia dan 
Bagaimanakah akibat hukum dari suatu minuta 
akta yang dibuat berdasarkan keterangan palsu 
oleh para pihak? 
Berdasarkan permasalahan itu ada tujuan 
yang ingin di capai pada penelitian disini, maka 
dikemukakan tujuan umum dan tujuan khusus 
dari penelitian ini. Tujuan umum dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui dan                                         
menganalisa suatu minuta akta notaris yang 
dibuat berdasarkan keterangan palsu para pihak. 
Tujuan khusus dari penelitian ini untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaturan 
hukum tentang pembuatan minuta akta notaris 
dalam perundang-undangan di Indonesia dan 
untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana 
akibat hukum dari suatu minuta akta yang 
dibuat berdasarkan keterangan palsu oleh para 
pihak. 
II. Metode Penelitian 
2.1 Jenis Penelitian 
Jenis penel i t ian ini  adalah jenis  
penel i t ian yurid is normat i f ,  yai tu  
dimana  peneli t ian ini  d i laku kan untuk 
menemukan kebenaran berdasarkan 
logika  kei lmuan hokum dari  s i si  
normat i f .
1
 
2.2 Jenis Pendekatan 
Dalam penul isan tes is  ini  jenis 
pendekatan yang d ipergunakan adalah 
pendekatan perundang -undangan (The 
Statute Approach ) ,  pendekatan anal isa  
konsep hukum (analyt ica l  and  
Conceptua l  Approach )  dan Pendekatan  
perbandingan (comparat ive approach ) .  
 
2.3 Sumber Bahan Hukum 
Sumber bahan hukum yang 
dipergunakan dalam penel i t ian tes is  
ini  adalah :  
a. bahan hukum primer, diperoleh dari sumber 
yang mengikat dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan, antara lain : 
                                                          
1
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1. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945. 
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris. 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
6. Peraturan Menteri Hukum dan Ham 
Nomor M.03.HT.03.10 tahun 2007 
tentang Pengambilan Minuta Dan 
Pemanggilan Notaris 
7. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris  
b. Bahan hukum sekunder yang digunakan 
dalam penelitian ada yang berupa buku-
buku teks, artikel dalam berbagai majalah 
ilmiah atau jurnal hokum dan makalah-
makalah.
2
 Dan juga menggunakan bahan 
hukum tersier merupakan bahan hukum 
yang memberikan petunujuk maupun 
keterangan pada suatu bahan hukum primer 
dan sekunder. 
2.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum 
yang dilakukan melalui  stud i  pustaka  
yang mel iputi  bahan hukum primer  
ya itu perundang-undangan yang 
relevan dengan permasa lahan.  Sumber  
sekunder  ya itu buku -buku l i teratur  
i lmu hukum ser ta  tul i san -tul i san 
hukum lainnya yang relevan dengan 
permasalahan  
2.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan 
Hukum 
                                                          
2
 H.M. Hadin Muhjad dan Nunuk 
Nuswardani, 2012, Penelitian Hukum Indonesia 
Kontemporer, Genta Publishing, Yogyakarta, 
hal. 51. 
Untuk menganalis is  bahan -bahan 
hukum yang telah terkumpul dapat  
digunakan Teknik deskr ips i  ada lah 
memaparkan s i tuas i  a tau per is t iwa,  
dalam teknik ini  t idak mencari  atau  
menje laskan hubungan,  t idak menguj i  
hipotes is atau membuat pred iksi .
3
 
Teknik evaluas i  ada lah penila ian 
berupa tepat  atau t idak tepa t ,  setuju 
atau t idak setuj u,  benar  atau salah,  sah 
atau t idak sah oleh peneli t i  terhadap  
sua tu pandangan,  proposis i ,  
pernyataan rumusan norma,  keputusan,  
baik yang te r tera da lam bahan pr imer  
maupun dalam bahas hukum sekunder .  
Teknik argumentas i  t idak bisa  
di lepaskan dar i  teknik eva luasi  karena  
penilaian harus didasarkan pada  
alasan-alasan yang bers i fat  penalaran 
hukum.   
III.  Tinjauan Umum   
3 .1  Tinjauan Umum tentang 
Notaris  
Dalam Pasal 1  ayat (1) UU perubahan 
atas UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah 
Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat 
Akta Otentik dan memiliki kewenangan lainnya 
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang 
ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. 
Pengertian yang diberikan oleh UU perubahan 
atas UUJN disini melihat kepada tugas dan 
wewenang yang dilakukan oleh seorang notaris 
yang artinya bahwa seorang notaris tersebut 
mempunyai tugas sebagai seorang pejabat 
umum juga memiliki wewenang mempunyai 
kewenangan untuk membuat akta otentik dan 
juga memberikan konsultasi masalah hokum 
kepada klien notaries tersebut serta kewenangan 
lainnya yang diatur oleh UU perubahan atas 
UUJN. 
                                                          
3
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Definisi  notar i s  merupakan 
pejabat  umum yai tu d imana pejabat  
yang sa tu-sa tunya yang mempunyai  
kewenangan untuk membuat akta  
otent ik.  Penggunaan ka ta sa tu -sa tunya  
dimaksudkan bahwa penegasan no tar i s  
adalah satu -satunya  pejabat  umum 
yang mempunyai  kewenangan untuk 
membuat  suatu akta otentik  ter sebut ,  
t idak d iikuti  o leh pe jabat  la innya.  
Pejabat  yang la innya disni  memil iki  
kewewenangan ter tentu yang ar t inya  
kewenangan dar i  pejaba t  la innya telah 
diatur  secara tegas dan je las kepada  
mereka dalam undang -undang.  
Pemerintah mendelagasikan 
kewenangan pada Notar is  untuk 
melakukan pencacatan dan penet apan 
ser ta  penyadaran hokum kepada  
masyarakat ,  terutama  menyangkut  
lega li tas dokumen per janj ian.
4
 
Peraturan Jabatan Notaris tersebut telah 
berlaku cukup lama yaitu sejak tanggal 1 Juli 
1860, maka pemerintah berdasarkan 
pertimbangan bahwa Reglement Op Het Notaris 
Ambt in indie (Stb. 1860.No.3) atau Peraturan 
Jabatan Notaris tersebut, yang mengatur 
mengenai jabatan notaris sudah tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan hokum dan kebutuhan 
masyarakat di indonesia. Oleh karena itu 
diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada 
tanggal 6 Oktober tahun 2004 yang termuat 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 17 tahun 2004 dan Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4432. Tapi 
pada tanggal 15 Januari 2014 Undang-Undang 
Nomor 30 tahun 2004 mengalami perubahan 
dengan diundangkannya Undang-undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas 
                                                          
4
 Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 
2009, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, 
hal. 24-25. 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris. Undang-Undang Nomor 30 
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan 
UIndang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris saat ini 
merupakan unifikasi peraturan perundang-
undangan di bidang kenotariatan, sehingga 
notaries dalam menjalankan tugasnya harus 
tunduk pada undang-undang tersebut. 
Notaris mempunyai kewenangan tertentu 
dimana setiap kewenangan yang diberikan 
terhadap jabatan notaries tersebut wajib 
memiliki peraturan hokum yang mengaturnya 
dimana agar jabatan notaris tersebutr memiliki 
batasan dan juga  berjalan sesuai aturan 
sehingga tidak bertabrakan terhadap 
kewenangan dari jabatan yang lain. Sehingga 
apabila seorang Notaris berbuat suatu perbuatan 
atau tindakan diluar kewenangannya yang 
sudah diatur dalam peraturan perundang-
undangan, maka dapat dikatakan sebagai 
perbuatan yang melanggar kewenangan. Dalam 
hal ini dimana Wewenang Notaris dicantumkan 
dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN. 
3.2.  Tinjauan Umum Tentang Minuta  
Akta dan Keterangan Palsu  
Akta o tent ik ada lah akta yang 
dibuat  o leh atau d ihadapan Notar is  
menurut  bentuk dan tata  cara yang 
dite tapkan dalam Undang -undang.  
Akta yang dibuat  notar i s  menguraikan  
secara otent ik mengenai  semua  
perbuatan,  per janj ian dan penetapan 
yang d isaksikan oleh para penghadap  
dan saksi -saksi .
5
 Akta otent ik dibuat  
oleh notar i s  berdasa rkan keharusan  
yang d imintakan o leh peraturan 
perundang-undangan hal  ini  guna  
terc iptnya  suatu kepast ian,  adanya  
                                                          
5
 Wawan Tunggal Alam, 2001, Hukum 
Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-
hari, Milenia Populer, Jakarta, hal .85 
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keter t iban dan juga  per l indungan 
hukum.  Akat otent ik  harus  dibuat  
secara ter tul i s  d i  hadapan atau o leh 
seorang notar i s  a tas ke inginan dar i  
para  p ihak demi  terc iptanya  sua tu 
kepastian dan per l indungan hukum 
bagi para p ihak yang membuat  akta  
ter sebut  dan juga bagi  masyarakat .   
Akta yang dibuat  o leh no tar i s  
harus terdapat  ketentuan yang 
diper lukan agar  terc iptanya  
keo tentikan dar i  akta  i tu misalnya  
dalam pembacaan akta  menerangkan 
bahwa harus mencantumkan identi tas  
para pihak,  membuat is i  per janj ian 
yang berdasarkan keinginan dar i  para  
pihak,  dan juga penandatanganan akta  
yang di lakukan oleh para p ihak 
bilamana ketentuan i tu belum d ipenuhi  
maka akta i tu dapat  d ibatalkan atau  
bata l  demi  hukum.  
Akta  yang d ibuat  di  hadapan a tau 
oleh no tar i s /PPAT yang berkedudukan 
sebagai  akta o tent ik menurut  bentuk 
dan ta ta  cara yang di tetapkan dalam 
Undang-undang Jabatan Notar is ,  ha l  
in i  sejalan dengan pendapat  Phi l ipus  
M. Hadjon,  bahwa syara t  akta  otentik,  
ya itu;
6
 
a .  Di da lam bentuk yang d itentukan 
oleh undang-undang (bentuknya  
baku)   
b .  Dibuat  oleh dan di  hadapan Pejaba t  
Umum.  
Dalam teks Bahasa Belanada dari KUHP 
dapat ditemukan istilah Strafbaarfeit. Tim 
Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional 
dalam menerjemahkan KUHP dari bahasa 
Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan 
                                                          
6
 Philipus M. Hadjon, Formulir 
Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik, 
Surabaya Post,  31 Januari 2001, hal. 3 
istilah strafbaarfeit ini sebagai tindak pidana.
7
 
Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap 
istilah tindak pidana atau strafbaarfeit ini. 
Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum, larangan mana disertai ancaman yang 
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
melanggar larangan tersebut. Dapat juga 
dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah 
perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 
dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam 
pada itu diingat bahwa larangan ditujukan 
kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau 
kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan 
seseorang), sedangkan ancaman pidananya 
ditujukan kepada orang yang menimbulkan 
kejadian itu.
8
 
Akta yang dibuat di hadapan atau oleh 
notaris berdasarkan peraturan perundang-
undangan bentuknya sudah diatur pada 
ketentuan Pasal 38 ayat (2), (3) dan (4) UU 
perubahan atas UUJN, yang terdiri atas ; awal 
akta atau kepala akta, Badan akta dan Akhir 
atau penutup akta. Kekuatan pembuktian dari 
akta notaries yang merupakan alat bukti yang 
sempurna karena dibuat seuai dengan peraturan 
hukum yang berlaku. Sehingga  akta otentik 
memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu :  
Kekuatan pembuktian lahir Dengan kekuatan 
pembuktian lahiriah ini dijelaskan bahwa akta 
tersebut memiliki kemampuan sendiri untuk 
dapat membuktikan bahwa dirinya adalah akta 
otentik. Akta otentik memiliki kemampuan 
untuk membuktikan sendiri hal ini tidak bisa 
diberikan terhadap akta yang dibuat secara di 
bawah tangan (Pasal 1875 KUHPerdata). 
Kekuatan pembuktian formal Mengenai 
kekuatan pembuktian formil disini terhadap 
akta otentik dimna pembuktian formil ini pada 
                                                          
7
 Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana 
Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pres, 
Jakarta, hal. 55.  
8
 Ibid, hal.55.  
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akta notaries disni notaries memastikan 
kejadian dan fata-fakta yang terdapat dalam 
akta notaries betul-betul dilihat dan diketahui 
oleh notaries tersebut atau keterangan yang 
telah diberikan oleh para pihak kepada notaries. 
Kekuatan pembuktian materil Bahwa dengan 
kekuatan pembuktian materiil yang menyangkut 
kekuataan pembuktian terhadap akta notaries 
terhadap keterangan dari notaries yang 
dituangkan dalam akta tersebut dan keterangan 
dari para pihak yang dituangkan dalam akta 
tersebut. Dalam hal ini pembuktian tersebut 
bukan hanya dilihat pada keterangan dan tanda 
tangan dari notaries tersebut tetapi juga 
pembuktian terhadap isi dari akta yang dibuat 
tersebut. 
IV.  Pengaturan Dan 
Pertanggungjawaban Notaris  
Terhadap Minuta Akta Yang 
Dibuat  Berdasarkan Keterangan  
Palsu  
 
4 .1 .  Pengaturan Notaris  Dala m 
Pembuatan Minuta Akta  
 
Lembaga  notar ia t  merupakan 
sa lah satu lembaga penegak hukum 
yang d iper lukan masyarakat  untuk ikut  
ser ta  menjaga te tap tegaknya  hukum,  
sehingga no tar is  diharapkan dapat  
membantu dalam menciptakan 
ke ter t iban,  keamanan dan  menciptakan 
kepastian hukum dalam masyarakat .  
Notar is  da lam menja lankan 
jabatannya harus memperhat ikan dan  
tunduk pada  Undang -Undang Nomor  
30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notar is  te lah mengalami  perubahan 
dengan diundangkannya  Undang -
undang Nomor  2 Tahun 20 14 tentang 
perubahan a tas Undang -Undang 
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notar is  dan Kode Etik  Notar is  yang  
merupakan pera turan yang ber laku 
bagi  pedoman moral  profes i  notar i s .  
Menurut  pasal  15  aya t  (1)  UU 
perubahan atas UUJN d i  atas mengenai  
tata  cara pembuatan  akta o tentik  
mengenai  tentang perbuatan,  
per janj ian juga a turan yang 
diwaj ibkan oleh aturan hokum yang 
ber laku selama d inginkan oleh p ara  
pihak yang memiliki  kepent ingan 
dibuat  kedalam bentuk akta otentik  
yang mana dalam akta otent ik i tu  
adanya kepast ian tanggal  pembuatan 
akta,  tempat pembuatan akta,  ident i tas  
para pihak,  melakukan penyimpanan 
akta,  member ikan sa l inan akta dan 
semua tugas untuk membuat sua tu akta  
otent ik ter sebut dia tas i tu t idak 
dibebbankan terhadap  pejabat  umum 
lainnya yang te la h diatur  pada  
peraturan hokum yang ber laku.  
4.2.  Pertanggungjawaban Notaris  
Terhadap Minuta Akta yang 
Dibuat berdasarkan Keterangan  
Palsu  
 
Menurut  Hans Kelsen,  konsep  
yang berhubungan dengan konsep  
kewaj iban hukum adalah konsep  
tanggung jawab hukum. Apabi l a  
seseorang memiliki  tanggung jawab  
secara hokum suatu t indakan ter tentu 
atau b ila  dia  menenggung tanggung 
jawab hukum.
9
  Per tanggungjawaban 
hukum diper lukan  untuk dapat  
menje laskan hubungan antara  
tanggung jawab no tar is  yang berka itan  
dengan kewenangan no tar i s  
berdasarkan UUJN yang  berada da lam 
bidang hukum  perda ta.   
                                                          
9
 Hans Kelsen (Al ih Bahasa  oleh 
Somard i) ,  2007,  General  Theory Of 
Law and State ,Teori  Umum Hukum 
dan Negara,  Dasar -dasar  I lmu Hukum 
Normati f  Sebagai  I lmu Hukum 
Deskrip ti f -  Empir ik,  BEE Media  
Indonesia,  Jakarta ,  ha l .  81.  
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Kewenangan notar i s  yang 
diber ikan oleh UUJN, berkai tan 
dengan kebenaran mater i i l  dan formi l  
atas akta otent iknya,  j ika di lakukan 
tanpa kehat i -ha tian sehingga  
membahayakan masyarakat  dan a tau 
menimbulkan kerugian baik yang 
dilakukan dengan sengaja maupun 
t idak dan perbuatan ter sebut diancam 
dan atau memenuhi unsur -unsur  t indak  
pidana,  maka no tar i s  harus  
memper tanggung jawabkan perbuatan  
ter sebut  secara pidana.  
Sebagai  pejabat  umum notar is  
memil iki  tugas ya itu  member ikan 
pelayanan jasa hukum kepada  
masyarakat  yang menginginkan sua tu 
perbuatan yang dibuat  secara o tent ik  
guna adanya kepast ian hukum sebagai  
kepanjangan tangan dar i  Pemer intah 
dalam bidang hukum perdata.  Peran  
Notar is  dimana untuk member ikan 
kepastian terhadap hak -hak mereka  
dan melindungi masyarakat  dar i  
penipuan terhadap  orang -orang 
ter tentu,  sehingga dalam kepentingan 
i tu di lakukan perbuatan yang 
prevent i f ,  seper t i  halnya  
memper tahankan kedudukan akta  
otent ik terutamana akta notar i s .  
Notar is  da lam hal  menyebabkan 
kerugian kepada para  pihak dapat  
di tuntut  per tangung jawababn secara  
pidana dan perdata .  
Memberikan keterangan palsu dalam 
pembuatan akta otentik termasuk dalam 
katagori pemalsuan dalam surat yang diatur 
dalam Bab XII Buku II KUHP.  Pemalsuan 
dalam surat-surat dianggap lebih bersifat 
mengenai kepentingan masyarakat dalam 
keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat 
kepada isi surat-surat mengenai kepentingan 
dari individu-individu yang mungkin secara 
langsung dirugikan dalam pemalsuan surat ini. 
Dalam hal  mengenai  kebenaran 
mater i i l  a tas sua tu akta yang dibuat  
oleh notar i s  dalam melaksanakan 
tugasnya yang sebagai  pejabat  umu m 
yang memil iki  kewenangan untuk 
membuat  akta,  bahwa notar is  dalam 
membuat akta merupakan fas i l i ta to r  
dar i  para pihak dalam pembuatan akta  
par t i j .  J ika pada akta par t i j  terdapat  
pemalsuan ke terangan dimana yang 
sebagai  pe laku pemalsuan dis ini  
adalah para p ihak yang  membuat akta  
ter sebut  dan dis ini  notar i s  t idak  
ter l iba t  da lam pemalsuan akta  hal  in i  
terdapat  dalam Pasal  266 KUHP.  
Tentang per tanggungjawaban 
perdata di terapkan ketentuan        
per tanggungjawaban yang dia tur  
dalam hukum perda ta,  yai tu ke tentuan 
pasa l  1365 KUHPerdata,  1366  
KUHPerdata,  dan 1367  KUHPerdata.  
Dalam Pasa l  1365  KUHPerdata  
menentukan bahwa “t iap perbuatan 
melanggar  hukum, yang membawa  
kerugian kepada  orang la in,  
mewaj ibkan orang yang karena  
sa lahnya menerb itkan kerugian i tu ,  
menggant i  kerugian ter sebut”.    
Dalam Pasal  1366 KUHPerdata  
mengatur ,  bahwa “se tiap orang  
bertanggungjawab t idak saj a  untuk  
kerugian yang disebabkan karena  
perbuatannya,  te tap i  juga  untuk 
kerugian yang disebabkan karena  
ke la laiannya a tau kurang hat i -
hatinya”.  Kemudian da lam Pasa l  1367  
KUHPerdata,  menyatakan bahwa 
“seseorang t idak saj a  
bertanggungjawab untuk kerugian 
yang d isebabkan karena  perbuatannya  
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sendir i ,  te tapi  j uga  untuk yang  
disebabkan karena perbuatan orang -
orang yang menjad i  tanggungannya  
atau d isebabkan o leh barang -barang 
yang berada di  bawah 
pengawasannya”.  
IV. Akibat Hukum Minuta Akta Yang 
Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu 
5.1 .  Keterangan Palsu Dala m 
Pembuatan Minuta Akta Otentik  
Notar is  merupakan pejabat  umum 
menurut  pera turan hukum yang 
ber laku mempunyai kewenangan untuk  
membuat akta otentik dan peran 
seorang no tar i s  juga sebagai  
perpanjangan tangan dar i  Pemerintah 
dalam hal  pembuatan akta  otentik.  
Notar is  d ikatakan pejabat  umum yang 
mana notar i s  i tu mempunyai tanggung  
jawab atas akta yang te lah d ibuat  o leh 
notar i s  ter sebut,  yakni tanggung jawab  
hukum dan tanggung jawab moral .  
Dalam memenuhi  wewenang 
jabatannya  notar i s  waj ib  bersikap  
profes ional  dan mematuhi  peraturan 
perundang-undangan ser ta  menjunjung 
t inggi  Kode  Et ik Notar is .   
Pembuatan minuta akta pa lsu 
adalah menyusun minuta akta pada  
kese luruhannya  karena  dibuat  secara  
palsu.  Akte tersebut  mempunyai  
tujuan untuk menunjukkan bahwa  
seakan-akan i si  dar i  akta ter sebut  
benar .  Perbuatan memalsukan minuta  
akte  di lakukan dengan cara  
member ikan keterangan palsu dan 
melakukan perubahan -perubahan  
terhadap dokumen-dokumen sewbagai  
syarat  yang diper lukan untuk memb uat  
sebuah akta.  
 Keterangan atau pernyataan yang  
tercantum dalam sua tu akta otent ik  
yang diber ikan a tau d ikemukakan d i  
hadapan Notar is  oleh para p ihak yang  
menghadap  dan d ini lai  benar  dan 
kemudian d i  buatkan dalam bentuk 
akta a tas ke terangan yang d iber i kan 
oleh para p ihak ter sebut.  Namun 
apabi la  orang yang datang menghadap  
Notar is  untuk membuat akta tap i  
ternyata keterangannya  ter sebut   t idak  
sesua i  dengan kenyataan,  maka ha l  
ter sebut menjad i  tanggungjawab para  
pihak i tu sendir i  karena telah 
member ikan keterangan yang t idak 
benar .    
Keterangan palsu d is ini  di lakukan 
oleh para p ihak yang mana  
menyebabkan kerugian di  pihak  
notar i s  dan p ihak la innya.  Keterangan 
palsu adalah memberikan sua tu 
ke terangan yang menya takan keadaan 
yang lain dar i  pada keadaan  
sebenarnya dengan d ikehendakinya .  
Kere tangan pa lsu yang dimaksudkan  
dis ini  sepert i  member ikan dokumen -
dokumen palsu a tau tanda tangan  
palsu pada suatu akta dan seo lah -o lah 
is i  dar i  akta i tu  adalah benar .  
Sehingga akta  ter sebut  menjad i  
bermasalah.  Akibat  dar i  ke terangan 
palsu yang merupakan salah satu  
bentuk dar i  t indak pidana adalah  
dengan diancam pidana penjara pal ing 
lama tujuh tahun (Pasal  266 KUHP).    
5.2.  Akibat  Hukum Minuta Akta  
Yang Dibuat Oleh Notaris  
Berdasarkan Keterangan Palsu 
Oleh Para  Pihak.  
Seorang notar i s  yang ikut  ser ta  
atau mengetahui adanya ke terangan 
palsu yang diber ikan o leh para pihak 
sehingga notar i s  ter sebut mendapatkan 
keuntungan,  maka no tar i s  ter sebut  
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te lah menyalahgunakan 
kewenangannya dan j ika ter jad i  
masalah d ikemudian har i  maka notar i s  
ter sebut  harus  
memper tanggungjawabkan 
perbuatannya.  
Terhadap  suatu akta yang terdapat  
ke terangan pa lsu yang diber ikan oleh 
para p ihak maka dapat  d i lakukan 
pembatalan terhadap akta tersebut.  
Pembata lan akta dapat  di lakukan o leh 
notar i s  apab ila  d ikehendak i o leh pihak  
yang d irugikan.  Sebagaimana  
diketahui  bahwa akta no tar i s  
merupakan akta o tentik yang dapat  
dikatakan sebagai  ala t  pembukt ian 
yang dalam bentuk ter tul i s  dan 
memiliki  kekuatan pembuktian yang 
mengika t  dan sempurna .  Namun 
demikian walaupun akta i tu  
merupakan alat  bkti  yang sempurna  
tapi  masih dimungkinkan dapat  
di lumpuhkan o leh bukt i  lawan yakni  
diajukannya gugatan untuk menuntut  
pembatalan akta ke pengadilan agar  
akta ter sebut dibatalkan.  
Akiba t  dar i  minuta akta yang 
dibuat  berdasarkan keterangan  palsu 
dimana  dapat  merugikan no tar i s  
apabi la  notar i s  t idak ikut  ter l ibat  dan 
sa lah satu pihak yang ikut  membuat  
akta ter sebut.  Notar is  disni  hanya  
membuat  akta berdasarkan keinginan 
dar i  para pihak yang dat ing 
menghadap kepada  no tar i s  ter sebut,  
sehingga ada ba tas tanggung jawab  
notar is  terhadap akta yang d ibutnya .   
Akiba t  hukum d is ini  ada dua yai tu  
akiba t  hukum secara pidana dan akiba t  
hukum secara  perda ta  
Terhadap notaris yang telah melakukan 
suatu perbuatan pidana bisa dikenakan 
pemberhentian oleh Menteri yang karena alasan 
notaris tersebut telah terbukti bersalah dan akan 
dikenakan ancaman penjara sebagaimana yang 
telah diatur dalam Keputusan Menteri 
Kehakiman Dan Hak Asasi Manuasia Republik 
Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 tahun 2003 
tentang Kenotariatan pada Pasal 21 ayat (2) sub 
b yaitu Notaris terbukti bersalah yang berkaitan 
langsung dengan jabatannya atau tindak pidana 
lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun 
penjara. 
Apabila ternyata kesalahan yang terjadi 
pada pembuatan akta tersebut berasal dari para 
pihak yang melakukan perbuatan hukum 
dengan memberikan keterangan palsu oleh para 
pihak, maka akta yang dibuat notaris tersebut 
terdapat cacat hukum, apabila karena 
keterangan palsu yang diberikan oleh para 
pihak kepada notaris. Maka para pihak yang 
melakukan perbuatan tersebut dapat saja 
dikenakan tuntutan pidana oleh pihak lain yang 
merasa telah dirugikan dengan adanya akta 
tersebut. Pasal pidana yang dapat digunakan 
untuk melakukan penuntutan pidana adalah 
Pasal 266 ayat 1 KUHP. 
Dalam Pasal 84 UU perubahan atas UUJN 
dijelaskan terdapat 2 ( dua ) macam sanksi 
perdata, bila mana seorang telah berbuat suatu 
pelanggaran pada pasal-pasal yang telah diatur 
tersebut yang mana sanksinya adalah ; Akta 
notaris yang memiliki pembuktian secara 
dibawah tangan dan Akta notaris menjadi batal 
demi hukum 
Dalam Pasal 1869 KUHPerdata 
menentukan bahwa syarat-syarat suatu akta 
notaris  memiliki kekuatan pembuktian sebagai 
akta di bawah tangan apabila  tidak memenuhi 
persyaratan seperti ; Pejabat umum tersebut 
tidak memiliki kewenangan, Pejabat umum 
tersebut tidak memiliki kemampuan dan Cacat 
dalam bentuknya. 
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VI. PENUTUP 
6.1 Simpulan 
1.  Pengaturan hukum te ntang 
pembuatan minuta akta notar i s  
dalam perundang-undangan di  
Indonesia dimana Pasa l  66 aya t  (1)  
huruf a  UU perubahan atas UUJN 
dan Pasal  8  ayat  (1)  
Permenkumham Nomor  
M.03.HT.03.10 tahun 2007 ter jad i  
konfl ik norma pada pasal  ter sebut  
diatas . .   
2 .  Akibat  hukum dar i  minuta  akta  
yang d ibuat  berdasarkan 
ke terangan pa lsu oleh para pihak  
yaitu dapat  di lakukan pembatalan  
terhadap minuta akta  ter sebut .  
dengan mengajukan gugatan untuk 
menuntut  pembatalan akta ke  
pengadi lan agar  akta  ter sebut  
dibatalkan.  
6.2 Saran-saran 
1.  Bahwa seharunnya Permenkumhan 
Nomor M.03.HT.03.10 tahun 2007 
harus s inkron dengan UUJN t idak 
malah ber tentangan dengan UUJN.     
2 .  Kepada  notar i s  da lam membuat 
sua tu harus menggunakan pr insip  
kehat i -ha tian dalam menerima 
dokumen dar i  pihak yang akan 
membuat  per janj ian dan untuk para  
pihak yang akan membuat 
per janj ian harus member ikan 
dokumen yang sebenarnya agar  
t idak ter jad i  masa lah d i  kemudian 
har inya.
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